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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya 

perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi 

dan Misi Kepala Daerah terpilih. Pendekatan yang dilakukan adalah 

melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana 

tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk 

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa 

setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis 

yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra 

Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, 

Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.  

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan 

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar 

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan 

global serta tetap  berada  dalam  tatanan  Sistem  Administrasi  

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah 

mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan 
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Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra 

Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang 

tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka 

mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam 

RPJMD. 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.  

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan 

sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir 

Selatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan dokumen 

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis 

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, 

dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 

 

1.2 Landasan Hukum  

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan 

hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2016-2021 diantaranya adalah : 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)  jo  

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia   Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3815); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4967); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Repblik Indonesia Nomor 4817); 
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13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem 

Kesejahteraan Sosial Nasional; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan; 

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2016-2021; 

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016. 

 
1.3 Maksud dan Tujuan  

Penyusunan  Renstra  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2016-2021 dimaksudkan untuk : 
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1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk 

menentukan prioritas- prioritas pembangunan di bidang sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga 

sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan 

didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

kurun waktu Tahun 2016-2021 dapat berjalan sesuai dengan 

kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. 

2. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi 

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2016 – 

2021. 

4. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) 

tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun. 

 
 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk : 

1. Menetapkan dokumen Rencana Pembangunan urusan sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5 (lima) 

tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten 

Pesisir Selatan serta dokumen yang berkaitan dengan urusan 

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  

lainnya. 

2. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan 

kegiatan bagi aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam menjabarkan Visi, Misi dan Arah 

Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. 
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3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat 

Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat 

Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.  

1.2 Landasan Hukum  

 Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya 

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, 

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan  

 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renstra Perangkat Daerah.  

1.4 Sistematika Penulisan  

 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra 

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.  
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BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum 

pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi 

Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai 

dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.  

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya 

yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, 

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.  

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.  

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, 

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator 

pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya 

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah.  

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah Mengemukakan hasil analisis terhadap 

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil 

telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap 

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang 

bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 

(lima) tahun mendatang. Bagian   ini mengemukakan 

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan 

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan 

yang dibutuhkan. 
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BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah. 

Mengemukakan permasalahan–permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih. 

Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

terkait dengan Visi, Misi, serta program Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah terpilih.  

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/ 

Kabupaten. 

Mengemukakan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari 

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra 

Perangkat Daerah Provinsi.  

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan  

Bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana 

struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan 

Perangkat Daerah.  

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis  

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan 

Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Perangkat Daerah yang selanjutnya 

mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan 

hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.  

 

 

 

 

 



  

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan 

Tahun 2016-2021  

11 

 

 

 

BAB IV   VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN 

KEBIJAKAN. 

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah  

 Mengemukakan rumusan pernyataan Visi dan Misi 

Perangkat Daerah.  

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Perangkat Daerah 

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 

jangka  menengah Perangkat Daerah. 

4.3 Strategi dan Kebijakan  

 Mengemukakan   rumusan   pernyataan   strategi   dan 

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. 

 
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas   

5.2. Pendanaan Indikatif 

 

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

 Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat 

Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

 

BAB VII   KAIDAH PELAKSANAAN 

BAB VIII  PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 

3 (tiga) Bidang, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial (3 

seksi), Bidang  Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir 

Miskin (3 seksi), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (3 seksi). Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas  

b. Sekretariat, membawahi :  

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :  

1. Seksi Pemberdayaan Sosial.  

2. Seksi Rehabilitasi Sosial. 

3. Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman 

Nilai-Nilai Kepahlawanan. 
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d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir 

Miskin membawahi :  

 

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Bencana 

Sosial. 

2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial. 

3. Seksi Penanganan Fakir Miskin. 

 

e. Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:  

1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan 

Perempuan.  

2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. 

3. Seksi Data dan Informasi. 

 

 

 Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat 

dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini : 
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Gambar 2.1 
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, 

membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan azas 

desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak  yang meliputi bidang sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan 

ketentuan dan perundang-undangan . 

 

 

 

KEPALA DINAS 
Esselon II 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

SEKRETARIS 
Esselon III.a 

Sub Bagian Perencanaan, 

Keuangan dan Pelaporan 
Esselon IV.a 

Sub Bagian  
Umum dan Kepegawaian 

Esselon IV.a 

Bidang  

Pemberdayaan dan 
Rehabilitasi Sosial 

Esselon III.b 

Bidang  

Perlindungan, Jaminan 
Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin 
Esselon III.b 

Bidang  
Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Esselon III.b 

Seksi Pemberdayaan 

Sosial 
Esselon IV.a 

Seksi Rehabilitasi 

Sosial 
Esselon IV.a 

 

Seksi PSKS dan 
Penanaman Nilai-Nilai 

Kepahlawanan 

Esselon IV.a 

Seksi Pemenuhan Hak 

dan Perlindungan Anak 
Esselon IV.a 

Seksi Peningkatan 

Kualitas Hidup dan 
Pemberdayaan 

Perempuan 
Esselon IV.a 

Seksi Data dan 
Informasi 

Esselon IV.a 

Seksi Bantuan dan 

Jaminan Sosial 
Esselon IV.a 

 

Seksi Perlindungan 
Korban Bencana Alam 

dan Bencana Sosial 
Esselon IV.a 

Seksi Penanganan 
Fakir Miskin 

Esselon IV.a 
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Kepala 

Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, 

pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta 

pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial 

dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak.bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

b. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial 

dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, 

kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 

d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan 

bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, 

perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

e. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran 

Dinas; 

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (AKIP); 

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai 

dengan bidang tugasnya;dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir 

Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 

Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, 
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Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir 

Selatan. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah 

Kepala Dinas, sebagai berikut: 

1. Sekretaris  mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum 

kepegawaian, pengkoordinasiaan perencanaan dan evaluasi serta 

pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Koordinasi kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, 

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum 

f. Penyelenggaran pengelolaan barang milik daerah dan layanan 

pengadaan barang/jasa dan; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang 

Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas 

pokok tersebut Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi 

sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai 

kepahlawanan; 
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi 

sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai 

kepahlawanan; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan 

sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan 

penanaman nilai-nilai kepahlawanan; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial, 

rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman 

nilai-nilai kepahlawanan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, 

rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman 

nilai-nilai kepahlawanan; 

f. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan dan 

rehabilitasi sosial. 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

3.  Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan 

Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut 

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial 

dan Penanganan Fakir Miskin; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial 

dan Penanganan Fakir Miskin; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan 

Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan 

Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 
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d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan 

Jaminanan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminanan 

Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 

f. pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial 

dan Penanganan Fakir Miskin. 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggaraan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan 

Anak serta Data dan Informasi  ; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan 

Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan 

Anak serta Data dan Informasi; 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Peningkatan 

Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak 

dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Peningkatan Kualitas 

Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan 

Perlindungan Anak serta Data dan Informasi; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup 

dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan 

Perlindungan Anak serta Data dan Informasi; 
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f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

Jumlah pegawai   Dinas   Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 25 

Maret 2017 adalah 39 orang yang terdiri dari : 

1) PNS : 27 orang 

2) CPNS : - 

3) Pegawai Sukarela : 12 orang 

 

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan 

berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini : 

 
Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan 
 

Gol. PNS  CPNS Sukarela Jumlah  
 

I 0 
 

- - 0 
 

 

II 4 
 

- - 4 
 

 

III 20 
 

- - 20 
 

 

IV 3 
 

- - 3 
 

 

Tenaga Sukarela 
 - 12   

 

TOTAL  27   - 12 39  
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Tabel 2.2 
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Strutural 

 

Jabatan Strutural/ Esselon Jumlah  
 

Esselon II.B 1 
 

 

Esselon III.A 1 
 

 

Esselon III.B 3 
 

 

Esselon IV.A 11 
 

 

Jumlah  16  
 

 

 

 

Tabel 2.3 

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis 

Kelamin 
PNS CPNS Sukarela Jumlah 

 
 

Laki-Laki 15 - 5 20  
 

Perempuan 12 - 7 19  
 

 TOTAL   27 - 12 39  
 

 

 
Tabel 2.4 

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 
 

Pendidikan PNS  CPNS Sukarela Jumlah  
 

SLTP - 
 

- - - 
 

 

SLTA 7 
 

- 4 11 
 

 

D. III - 
 

- - - 
 

 

S. 1 14 
 

- 8 22 
 

 

S.  2 6 
- 

- 6 
 

 

Tenaga Sukarela 
 - 12 39  

 

TOTAL  27   - 12 39  
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Sedangkan Penugasan ke Sub Unit sebagai berikut : 

1.   Sekretariat                            :  8  orang 

2.   Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial :  6  orang 

3.   Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial  

dan Penanganan Fakir miskin         :  6  orang 

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan  

dan Perlindungan Anak   :  6  orang 

    Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan : 

1.  Esselon  II.B    :  1  orang 

2.  Esselon III.A :  1  orang 

3.  Esselon III.B :  3  orang 

4.  Esselon IV.A : 11 orang 

5.  Staf : 11 orang 

6.  Staf (Pegawai Sukrela) : 12 orang 

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah : 

1) Membuat daftar nominatif bazzeting dan Daftar Urutan Kepangkatan 

(DUK) Pegawai, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan 

gaji berkala, usulan pensiun.  

2) Pengembangan pegawai.  

3) Mengelola daftar hadir.  

4) Pembinaan pegawai.  

5) Koordinasi pembuatan SKP 

6) Kesejahteraan pegawai.  

7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.  

 

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak per awal tahun 2017 yang digunakan dalam 

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut 

: 
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 Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi. 

 Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti : 

- Mobiler ( 69 unit) 

- Komputer (3 unit) dan Laptop ( 7 unit) 

- AC (1 unit) 

- Mesin tik (2 unit) 

- Alat studio (2 jenis) 

- Bahan bacaan (3 jenis media) 

- Air (2 rekening) 

- Listrik ( 2 rekening) 

 

 Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional 

- 7 unit mobil  

- 6 unit motor. 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target 

Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 di 

bawah ini : 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Berdasarkan kondisi Bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kondisi 

lingkungan  strategis Dinas Sosial,  Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak maka untuk menyusun strategi  pencapaian Visi 

dan Misi,  diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal 

(SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) 

dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang 

(Oppurtunity) dan Ancaman (Threat). Masing-masing kondisi 

lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut : 

1. Lingkungan Internal  

KEKUATAN (S):  

1). Memiliki kewenangan di Bidang Kesejahteraan Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  

2). Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan 

managemen Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak serta mekanisme kerja yang sudah 

ada.  
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3).  Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia cukup memadai 

dengan tidak ada jabatan/posisi yang kosong.  

4).  Tersedianya anggaran dan SOP layanan. 

  

KELEMAHAN (W):  

1).  Jaringan sistem informasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak kurang memadai.  

2).  Sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai. 

3).  Anggaran yang sangat terbatas. 

4).  Kurangnya tenaga staf di bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 

2. Lingkungan Eksternal  

PELUANG (O):  

1).  Letak Kabupaten Pesisir Selatan yang strategis. 

2).  Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan 5.73% per 

tahun, 

3).  Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak. 

4).   Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

5).  Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial 

masyarakat dan panti milik masyarakat. 

 

ANCAMAN (T): 

1).  Tingginya jumlah penduduk miskin. 

2).  Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

3).  Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap 

penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

4).  Potensi daerah rawan bencana relatif tinggi. 
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Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal 

tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

1. Strategi S-O  

1). Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial dan P2TP2A  

2).  Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 

3).   Sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesejahteraan Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

4).   Meningkatkan peran organisasi, yayasan sosial dan P2TP2A 

 

2. Strategi W-O  

1). Membuat jaringan / sistem informasi kesejahteraan sosial, 

pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak. 

2). Pembinaan terhadap pekerja sosial, organisasi sosial, lembaga sosial 

dan P2TP2A. 

3).  Meningkatkan sarana dan prasarana. 

4).  Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi 

swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga 

sosial masyarakat dan panti milik masyarakat. 

3. Strategi S-T  

1).  Menurunkan jumlah fakir miskin  

2).  Optimalisasi fungsi kelembagaan BKMT, GOW dan 

Dharmawanita Persatuan Kabupaten 

3).   Mendirikan Kampung Siaga Bencana 

4).  Sosialisasi tentang penanganan tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 

 

 

 

 



  

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan 

Tahun 2016-2021  

28 

 

4. Strategi W-T  

1). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan 

kesejahteraan tenaga kerja dan PMKS.  

2).  Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional 

bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan 

penyandang masalah sosial lainnya.  

3)   Sosialisasi P2TP2A kepada masyarakat dan membentuk 

sekretariat P2TP2A pada setiap Kecamatan. 

4)   Simulasi penanganan bencana dalam taggap darurat 

kebencanaa. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap 

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini 

dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai 

dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan 

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang 

belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, 

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak 

diantisipasi.  

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah 

adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. 

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang 

urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap 

beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat 

terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. 

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 

adalah :  

1. Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) ditengah masyakat. 

2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS). 
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3. Belum menguatnya perhatian akan pentingnya penghargaan 

terhadap pahlawan perintis kemerdekaan.  

4. Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan 

terhadap anak. 

5. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat 

tentang hak-hak perempuan. 

6. Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang perlunya 

perlindungan anak. 

7. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk 

memenuhi hak anak. 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih  

 

Visi 

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan 

jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap 

sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis 

yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah : 

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang 

Mandiri, Unggul, Agamais, dan Sejahtera”. 

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

di atas adalah : 

 Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah 

dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan 

mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal. 

 Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, 

berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga 

menjadi masyarakat yang unggul.  

 



  

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan 

Tahun 2016-2021  

31 

 

 Agamais adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat 

dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan 

mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan 

sehari-hari serta menjunjung tinggi  nilai nilai agama dan adat.  

 Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa 

mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 

di Pesisir Selatan teruntama dibidang Pendidikan, Kesehatan, 

dan meningkaykan daya beli masyarakat. 

 

Misi 

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan 

tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta 

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, 

maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih 

dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat.  

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan 

infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor. 

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan 

mengembangkan nilai – nilai budaya ABS – SBK.  

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap 

mengedepankan pembangunan berkelanjutan.  

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi 

tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan 

terlarang.  

 

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta 

keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat  adalah sebagai berikut: 
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Misi Pertama, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi 

dengan aparatur  yang bersih dan responsif dalam rangka 

peningkatan pelayanan kepada masyrakat. Misi ini merupakan upaya 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengupayakan 

reformasi secara bersungguh-sungguh untuk menuju aparatur yang 

bersih dan responsive, guna mewujudkan pelaynan prima dalam 

pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti: Kependudukan (Akta 

kelahiran, KTP dan KK), Kesehatan dan Pendidikan. Serta akan 

menjalankan amanah masyarakat dengan mengedepankan 

keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang, termasuk 

mengenai besaran anggaran yang ada dalam APBD Pesisir Selatan, 

anggaran masuk dan keluar, serta pemasukan – pemasukan bagi 

keuangan daerah dari luar APBD yang selama ini belum banyak 

diketahui masyarakat luas.  

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur 

perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor. 

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

dalam memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian 

masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada sektor 

penyumbang PDRB terbesar, yaitu pertanian dan perkebunan, 

Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta 

industri pengolahan.  

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang 

rukun, tolerasi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK. 

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka 

mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, toleransi dan 

penuh kesejukan serta memelihara dan mengembangkan budaya 

kearifan lokal.  

Misi Keempat yaitu Meningkatkan produksi dan nilai tambah 

dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Misi ini 

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam 
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melaksanakan pembangunan dibidang pertanian / perkebunan dan 

perikanan / kelautan yang berkelanjutan dengan memberi nilai 

tambah untuk kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan.  

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam 

rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran 

obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan, 

kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.  

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi pertama dan 

kelima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 

Misi pertama : “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan 

aparatur  yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat” 

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam 

rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran 

obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan, 

kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.  

 

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Untuk   melaksanakan   Pembangunan   Kesejahteraan Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu adanya 

telaahan mengenai Renstra  Kementrian Sosial dan Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Renstra 

Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi 

Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini : 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis  

 
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Pesisir Selatan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah 

berdasarkan azas otonomi di bidang sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, sehingga secara khusus tidak 

ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di 

Kabupaten Pesisir Selatan.  

Untuk Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, dalam 

menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik 

yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis  

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan 

menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.  

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong 

dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat 

menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, 

maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2016-2021 diantaranya 

adalah : 

 Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah 

Kesejateraan Sosial (PMKS).

 Belum optimalnya peranan Potensi dan Sumber Kesejateraan 

Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah 

Kesejateraan Sosial (PMKS).

3. Meningkatkan penghargaan pada jasa pahlawan dan 

keperintisan. 

4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak. 

5. Terbentuknya perda dan perbub tentang responsif gender dan 

pemenuhan hak atas anak. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK 

 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi 

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. 

Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan 

tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-

hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun 

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan 

yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.  

 

Sasaran  

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka 

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran 

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan 

fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, 

dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga 

dapat diukur. 

 

 



  

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan 

Tahun 2016-2021  

39 

 

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada 

tabel 4.2 dibawah ini : 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK 

 

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya 

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi  

dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak seperti pada tabel 5.1 berikut ini : 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk 

mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

 

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 

Dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Tahun 2016-2021, program dan kegiatan 

dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, 

Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah. Program dan 

kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu 

Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program 

dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya 

dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target 

capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat 

dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan 

positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan 

tersebut. 

 

- Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan kewenagan Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan 

secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. 

Program yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 

merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya 
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dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing 

program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing 

program ini didasrkan atas strategi dan kebijakan jangka 

menengah. 

 

- Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah 

Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah adalah 

sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.  

 

6.2. Pendanaan Indikatif 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target 

berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan 

pendanaan indikatif untuk mencapai  program dan kegiatan 

tersebut. 

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau 

kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah 

dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya 

merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan 

untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun 

kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan 

Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-

target program dan kegiatan hingga Tahun 2021. 

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang 

akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-

2021 disajikan secara lengkap dalam tabel 6.1 di bawah ini :     
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR 

 

 

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, 

untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir 

Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan 

indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini  : 

TABEL. 7.1 
INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
 KABUPATEN PESISR SELATAN TAHUN 2016 - 2021 

         

N
o 

Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

pada awal 
periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
kinerja 
pada 
akhir 

priode 
RPJMD 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 (19) 

  URUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL               

  

Jumlah PMKS yang dapat diberdayakan 
dengan memberikan bimbingan dan bantuan 

12.271 
jiwa/kk 

 15.540 
jiwa/kk  

 18.950 
jiwa/kk  

20.650 
jiwa/kk  

 3.720 
jiwa/kk  

 5.850 
jiwa/kk  

25.850 
jiwa/kk 

  

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) yang mendapatkan 
bimbingan dan pelatihan 

313  TKSK   

          
     -  TKSK 15  org 15 15 15 15 15 15 
     -   PSM 182  org 50 50 82 90 92 182 
     -   Karang Taruna 50  KT 50 50 82 90 92 182 
     -   Tagana 53  orang 0 53 0 53 0 53 
     -   LK. 3 2 orang 0 2 2 2 2 2 

    -   WKSBM 0           3           6    8  12       15  1 

  URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK         

  

Kuatnya kelembagaan dan jaringan serta 
adanya regulasi Daerah yan responsif 
gender dan pemenuhan hak anak 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

  Penyuluhan PUG 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 

  
Advokasi kasus KDRT dan anak 60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus 60 kasus 

  

Pembinaan dan pelatihan wirausaha 
kelompok perempuan 

75 
kelompok 

75 
kelompok 

75 
kelompok 

75 
kelompok 

75 
kelompok 

75 
kelompok 

75 
kelompok 

  

Pembinaan Nagari Sayang Anak 25 Nagari 25 
Nagari 

25 
Nagari 

25 
Nagari 

25 
Nagari 

25 
Nagari 

25 
Nagari 
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen 

perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai 

tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak serta disusun dengan memperhitungkan seluruh 

potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). 

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan 

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan  Tahun  2016-2021  

dan  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan Renja Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi 

dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan 

komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak karena akan menentukan keberhasilan 

pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan 

demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, 

karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi 

pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan 

Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang ingin dicapai. 

 

 

 

 


